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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  lahir  di  Segeri,  02 Januari  1992,  NIK:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 Tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Minuman

Kopi,  tempat  tinggal  di XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXX

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

marwaninurfiantisaggape@gmail.com,  sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  lahir  di  Tonronge,  16 Februari  1981,  umur  43 Tahun,

agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,  pekerjaan

Sopir Rental, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXX

Distrik  Jayapura  Selatan,  Kota  Jayapura,  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatan tanggal  02 September 2024

telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Jayapura, Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 03 September 2024

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April  2008, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik  Jayapura  Selatan,  Kota

Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

115/07/IV/2008, tertanggal 09 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Jalan  Belakang  Pompa  Bensin  Gang  2  kurang  lebih  selama 16 tahun,

kemudian pada bulan Februari 2024 Tergugat pindah ke Belakang Terminal

Entrop Gang 2 hingga saat ini;

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba’da Dukhul), dan

telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: 

a. ANAK I, Jayapura, 10 Maret 2009, umur 15 tahun;

b. ANAK II, Jayapura, 27 Juni 2010, umur 14 tahun;

c. ANAK III, Jayapura, 27 Juni 2010, umur 14 tahun

d. ANAK IV, Jayapura, 01 April 2015, umur 09 tahun

e. ANAK V, Jayapura, 13 November 2019, umur 4 tahun

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan  September 2009 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: 

a. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) terhadap Penggugat;

b. Bahwa  Tergugat  berselingkuh  dengan  wanita  lain  yang  bernama

Yulianti;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran

masalah  yang  sama  kemudian  Tergugat  memutuskan  untuk  pindah  ke

Belakang Terminal Entrop Gang 2. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut
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antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  menjalankan   kewajiban  layaknya

suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah

ada upaya dari orangtua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dan

menasihati  Penggugat  dengan  Tergugat,  namun  upaya  tersebut  tidak

berhasil;  

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim,

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  datang

menghadap di  persidangan kecuali  sidang pada tanggal  12 November 2024

dan  tanggal  19  November  2024  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) Penggugat 01 November 2024 dan tanggal 07 November 2024 dan
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Tergugat pada tanggal 17 September 2024 datang menghadap di persidangan,

kecuali  persidangan  tanggal  05  November  2024,  12  November  2024  dan

tanggal  19  November  2024  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, yang

dibacakan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  tersebut  tidak

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

     Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa menurut  berita  acara sidang tanggal  05 November

2024 dan surat panggilan (relaas) tanggal 12 November 2024 Penggugat telah

dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir

dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  148  RBg  disebutkan  Jika

Penggugat tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan

meski  ia  dipanggil  dengan  patut  atau  tidak  juga  menyuruh  orang  lain

mewakilinya,  maka  gugatannya  dianggap  gugur  dan  Penggugat  dihukum

membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan  pendapat Ulama Fiqih dalam

kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan

patut  tidak  menghadap,  maka  termasuk  dholim  dan  gugur  haknya  untuk

berperkara";
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat yang

tidak  hadir  telah  ternyata  tidaklah  bersungguh-sungguh  dalam  beperkara,

sehingga Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,

permohonan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  disidangkan  oleh  Hakim  Tunggal

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023

tanggal  08  Desember  2023  perihal  Pemberian  Izin  Persidangan  Hakim

Ttunggal;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  aquo  masuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari  Selasa   tanggal  19 November 2024

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  12 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Abdul

Rahman,  S.H.I.,M.H.,  sebagai  Hakim  Tunggal  dan  diucapkan  dalam sidang

terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan  tanggal  itu  juga  oleh  Hakim  Tunggal

tersebut,  dengan didampingi  oleh Wa’ani,  S.H.,  sebagai  Panitera Pengganti,

tanpa dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.
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Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wa’ani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00

c. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000,00

d. Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp618.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp763.000,00

(tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
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